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ABSTRAK : -

CATATAN : -

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah
diberikan kewenangan melakukan kebijakan melalui belanja negara berupa Jaring Pengaman
Sosial (social safety net) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku
usaha dan kelompok masyarakat sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
Pemerintah memberikan bantuan pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara yang dananya dialokasikan dalam APBN (BA 999.08), perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516); PP No. 45 Tahun 2013
(LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018
(LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); PP No. 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No.
6514) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No.
6542); Perpres Rl No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155) sebagaimana telah diubah dengan
Perpres RI No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun
2020 No. 98); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.
1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai kriteria penerima bantuan yaitu:

a. bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan Rekening Minimum,
diberlakukan bagi pelanggan golongan industri, bisnis dan social dengan daya 1300 VA ke
atas;

b. Pembebasan Biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi Pelanggan golongan industri
dan bisnis dengan daya 900 VA, serta Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan
900 VA.

Bantuan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tagihan listrik bulan Juli

sampai dengan bulan Desember 2020, dan besarannya ditetapkan sebesar selisih kurang antara

pemakaian riil dengan Rekening Minimum dan sebesar biaya beban atau abonemen.

Diatur pula ketentuan mengenai pengalokasian dan penganggaran bantuan, tata cara pemberian

bantuan, akuntasi dan pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2020 dan diundangkan pada tanggal
22 September 2020.

Lampiran halaman 18 — 29.



